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PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT.

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor
68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan
Lembaga Pemerintah dan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996
tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan
Lembaga Pemerintah, dalam rangka efisiensi, efektifitas
pelaksanaan tugas dan peningkatan produktifitas kerja,
perlu mengatur ketentuan hari dan jam kerja bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat;

bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang
Barat Nomor 76 Tahun 2016 tentang Hari dan Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai
sehingga perlu dilakukan pencabutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor S50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4934);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);




4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari
Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan
Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 135);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT.




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

ahw

10.

11.

(1)

(2)

(1)

(3)

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Hari Kerja adalah hari dimana ASN harus melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.

Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di
kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan
perundang-undangan.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil
untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Disiplin Kerja adalah mentaati kehadiran dan kepulangan PNS sesuai jam
kerja yang telah ditentukan serta melaksanakan setiap tugas pokok dan
fungsinya serta tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Hari kerja ASN adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, mulai dari hari
Senin sampai dengan hari Jum’at.

Dikecualikan dari hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
hari libur nasional, cuti bersama dan/atau keadaan kahar yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

Pasal 3

Jam kerja Pegawai diatur sebagai berikut:

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.30 - 16.00 WIB, dengan
waktu istirahat jam 12.00 -12.45 WIB; dan

b. hari Jumat jam 07.30 — 15.30 WIB, dengan waktu istirahat jam 11.30 -
13.00 WIB.

Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit 37,5 jam.

Jam kerja pada bulan ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan
ramadhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah instansi/unit kerja yang berfungsi
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Lembaga Pendidikan,
yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Setiap ASN wajib :

a. mengisi daftar hadir secara elektronik atau manual;
b. mengikuti apel kerja;

c. mentaati ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja.

Setiap ASN dilarang meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa izin
tertulis dari atasan langsung.

Setiap ASN dilarang tidak masuk kerja tanpa izin tertulis dari atasan
langsung.

BAB IV
SANKSI

Pasal 6

PNS yang melanggar ketentuan Hari dan Jam Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan larangan
dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) diberikan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan
dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang meliputi
penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier PNS yang
bersangkutan.

Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang melanggar
ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dikenakan sanksi pengurangan tambahan
penghasilan PNS.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

Bagi pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Barat, wajib:

a.

meningkatkan pengawasan melekat (waskat) terhadap disiplin pegawai
untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam
pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan upaya meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai,
efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
melalui penerapan budaya kerja dan perbaikan kualitas secara terus
menerus.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang
Bawang Barat Nomor 76 Tahun 2016 tentang Hari dan Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

udi Sugiyanto, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19780522 201001 1 009




